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ABSTRAK - meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas 

kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara 

lengkap, akurat, mudah dan cepat di pandang perlu 

untuk membentuk pengelola Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum (JDIH) Universitas Riau yang 

tertata dan terselenggara dengan baik, perlu 

ditetapkan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan 

hukum dan organisasi Universitas Riau. 
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CATATAN - Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 

tanggal 29 Desember 2023. 


